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POLICY 

Think Tank 

Kemnaker

PUSBANGJAK dalam mendukung BARENBANG sebagai Think Tank Kemnaker

2

Pembinaan

Fungsional

Analis

Kebijakan

Melakukan kajian pemetaan
isu strategis, sebagai

masukan dalam penetapan
program prioritas nasional

Renstra, RPJMN, RKP dan 
Renja

Evaluasi (Ex Post & Ex 

Ante)Kajian Isu

Strategis

dan Quick 

Response 

AnalysisMelakukan analisis cepat
terhadap permasalahan baru

yang sedang berlangsung yang 
butuh kebijakan cepat dan

tepat

Policy Lab: 

Laboratorium

Kebijakan melalui

Pilot Project 

Kebijakan Nasional

Melakukan evaluasi terhadap
kebijakan, mulai perencanaan 
hingga implementasi kebijakan 
(baik program maupun 
regulasi).

Melaksanakan pilot project 
untuk Kebijakan Strategis
Nasional sebelum
direplikasi menjadi kegiatan
nasional

Transformasi Pusbangjak

Menjadi unit kerja Pembina 
jabatan fungsional Analis

Kebijakan di lingkup
Kemnaker



PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DALAM RPJMN 2020-2024

Sumber: Bappenas, Juli 2020
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TRANSFORMASI 
BLK

LINK AND MATCH
KETENAGAKERJAAN

TRANSFORMASI 

PROGRAM 

PERLUASAN 

KESEMPATAN KERJA

PENGEMBANGAN
TALENTA MUDA
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PERLUASAN
PASAR KERJA LUAR 

NEGERI

0
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VISI BARU
HUBUNGAN
INDUSTRIAL

0
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REFORMASI
PENGAWASAN 

KETENAGAKERJAAN

PENGEMBANGAN 
EKOSISTEM DIGITAL 
KETENAGAKERJAAN

REFORMASI 
BIROKRASI





Penduduk Usia Kerja yang 
Terdampak Covid-19 (Juta Orang)

29.12

19.10

Agt 2020* Feb 2021**

Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja,
Agustus 2020 & Februari 2021

6*) periode Februari 2020-Agustus 2020  |  **) periode Februari 2020-Februari 2021 | angka dalam […] merupakan persentase terhadap total penduduk usia kerja

2.56
0.76 1.77

24.03

1.62 0.65 1.11

15.72

Pengangguran
karena Covid-19

Bukan Angkatan Kerja (BAK)
karena Covid-19

Sementara tidak bekerja
karena Covid-19

Bekerja dengan pengurangan
jam kerja (shorter hour)

karena Covid-19

Agt 2020* Feb 2021**

Komponen Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja

(Juta Orang)

-10,02 juta orang

-0,94 juta orang
-0,11 juta orang -0,66 juta orang

-8,31 juta orang

[ 14,28% ]

[ 9,30% ]



KONSOLIDASI DATA 
KETENAGAKERJAAN

Kebutuhan Data Pasar 

Kerja
Integrasi Pelayanan

Ketenagakerjaan



MENGAPA KONSOLIDASI DATA 
PENTING?

Sisi Supply

Jenis data Kelemahan

Survei Angkatan Kerja

Nasional (BPS)

• Sifat pengumpulan data survei

• Rilis dua kali setahun (Februari dan Agustus)

Informasi Pasar Kerja

(Kemnaker)

• Sebagian daerah belum melaporkan

• Sebagian daerah memiliki system sendiri dan 

sulit untuk diintegrasikan

Database BPJS 

Ketenagakerjaan

• Keanggotaan masih rendah (±58 persen

tahun 2019)

• Hanya data pekerja/pekerja mandiri dan 

bukan untuk seluruh angkatan kerja

SISKOTKLN (BP2MI) • Hanya untuk pekerja migran

Sisi Demand

Jenis data Kelemahan

Survei Industri

(BPS)

• Sifat pengumpulan data 

survei

• Rilis setahun sekali

• Data ketenagakerjaan

bersifat agregat/makro

Sensus Ekonomi

(BPS)

• Dilakukan 10 tahun sekali

• Blok ketenagakerjaan

memiliki porsi yang kecil

WLKP/Informasi

Pasar Kerja

(Kemnaker)

• Kesadaran perusahaan masih

rendah, perlu pengawasan



KONSEP DASAR KONSOLIDASI DATA

REGISTRASI

ANGKATAN KERJA IDENTITAS

Pencari Kerja *)

Pekerja 

Wirausaha

Pekerja Migran Indonesia

Kartu Kuning/AK1

BPJS Ketenagakerjaan

E-KTKLN

Konsolidasi Data

Database Angkatan Kerja 

Nasional

LAYANAN 

KETENAGAKERJAAN

Layanan SIAP Kerja

Kewirausahaan

Satu Data 

Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan



KONSOLIDASI DATA DAN PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN

Pencaker Eksisting

Output Dari 

Dunia Pendidikan

TerdaftarWLKP

Registrasi

Angkatan 

Kerja

Asesmen

Potensi

Training Hub

Pelatihan - Sertifikasi

Pemagangan
Bantuan

Kewirausahaan

Perencanaan

KebutuhanTK
Tracing Pencaker

Mandiri

Lowongan Kerja

Karirhub

Wirausaha

Asesmen Pasca

Pelatihan/ 

Pemagangan

Update Data 

Penempatan

Update Data 

Penempatan

Kehilangan

Pekerjaan



BISNIS PROSES REGISTRASI ANGKATAN 
KERJA

LULUSAN SEKOLAH 

FORMAL

Didata oleh sekolah

setempat, bagi yang tidak

berminat melanjutkan ke

jenjang selanjutnya

diwajibkan mendaftar KIK 

sebagai syarat penerimaan

ijazah

PENCAKER EKSISTING

Kementerian Ketenagakerjaan aktif

mensosialisasi melalui forum-forum 

ketenagakerjaan, media sosial, 

media massa, dan di kantor-kantor

dinas ketenagakerjaan tentang

manfaat KIK

WIRAUSAHA EKSISTING

Kementerian Ketenagakerjaan aktif

mensosialisasi melalui forum-forum 

ketenagakerjaan, media sosial, 

media massa, dan di kantor-kantor

dinas ketenagakerjaan tentang

manfaat KIK

PEKERJA EKSISTING

Melalui pengawas ketenagakerjaan

aktif mensosialisasikan ke

perusahaan-perusahaan agar 

mendaftarkan pekerjanya dalam

KIK melalui pemeriksaan umum

maupun khusus

1

VERIFIKASI NIK DAN 

DAPODIK

Verifikasi NIK dan Dapodik

untuk pencocokan data 

demografis (nama, alamat, 

pendidikan, jenis kelamin, 

dll.)
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ASESMEN POTENSI *)

Setelah registrasi, pencaker diarahkan untuk

asesmen secara online untuk mengetahui

potensi masing-masing individu.
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UPDATE DATA DIRI

Bagi pekerja dan wirausaha eksisting, 

diwajibkan memperbaharui data 

ketenagakerjaan (keanggotaan BPJS, e-

KTKLN, upah, jabatan, dll. melalui online 

untuk memperoleh manfaat Jaminan

Kehilangan Pekerjaan (JKP)

REGISTRASI 

ANGKATAN KERJA

Seluruh pencaker, wirausaha

eksisting dan pekerja

eksisting melakukan

registrasi KIK baik secara

online maupun melalui

petugas. Pencaker yang 

melakukan registrasi offline 

melalui petugas akan diinput

ulang oleh petugas secara

online.

2

TERDAFTAR DATABASE 

ANGKATAN KERJA

*) Teknis asesmen sedang disusun Dit. PPK

**) Skema pendanaan diatur melalui beberapa alternatif
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Pencaker, wirausaha dan pekerja

yang telah berhasil terdaftar dalam

KIK dan melakukan asesmen akan

terekam dalam database KIK. 

Setiap pencaker akan dibekali

sejumlah nominal tertentu sebagai

deposit dana pelatihan**).




